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Abstrak 

 

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut: a) untuk mengetahui 

perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian franchise yang 

melibatkan;  b) untuk mengetahui isi dari perjanjian franchise tersebut sudah sesuai 

dengan peraturan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil 

penelitian  yang diperoleh yaitubahwa Perjanjian franchise atas kesepakatan kedua 

belah pihak dpaat perpanjang dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditetapkan 

kemudian merupakan pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 

Tentang Waralaba menyatakan bahwa Waralaba diselenggarakan berdasarkan 

perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan 

memperhatikan hukum Indonesia.Kewajiban dari franchisor yaitu menyerahkan lisensi 

kepada franchisee sedangkan yang menjadi hak dari franchisor merupakan syarat dan 

kriteria yang benar agar dapat digolongkan sebagai waralaba yang layak dan sesuai 

koridor hukum.Penyelesaian yang diberikan oleh franchise roti xxx dilakukan melalui 

musyawarah dan pengadilan merupakan ketentuan hukum positif yang yaitu undang-

undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa.Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatakan negosiasi adalah Penyelesaian sengketa 

atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud 

dalam Ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu 

paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan 

tertulis.Ketentuan mnegenai  hak dan  kewajiban yang tertera dalam perjanjian 

franchise berupa pembayaran, penyerahan barang, pembelian bahan dan penerimaan 

bantuan manajemen sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M-

DAG/PER.8.2012 Tentang Penyelenggara Waralaba pada Pasal 27 Ayat (1) 

menjelaskan bahwa pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima 

waralaba. 

 

Kata kunci: Perjanjian Franchise, Implementasi Perjanjian Franchise, Penyelesaian 

Sengketa Perjanjian Franchise 

 

Abstract 

The objectives of this study are as follows: a) to determine the protection of the rights 

and obligations of the parties in the franchise agreement that involves; b) to find out the 

contents of the franchise agreement are in accordance with existing regulations. The 

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE 

(Studi Kasus Wilayah Surakarta)
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approach method used in this research is the normative method. This type of research is 

descriptive. The results of the research obtained are that the franchise agreement based 

on the agreement of both parties can be extended with the terms and timeframe that 

will be determined then is the implementation of Article 4 of Government Regulation 

No. 42 of 2007 concerning Franchising states that Franchising is held based on a 

written agreement between the franchisor and the franchisee with due observance of 

Indonesian law. The obligation of the franchisor is to submit a license to the franchisee, 

while what is the right of the franchisor is the correct terms and criteria so that it can be 

classified as a feasible franchise and according to legal corridors. The settlement given 

by the xxx bakery franchise is carried out through deliberation and the court is a 

positive legal provision, namely law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and 

Alternative Dispute Resolution. Article 6 Paragraph (2) Law No.The provisions 

regarding the rights and obligations stated in the franchise agreement are in the form of 

payment, delivery of goods, purchase of materials and receipt of management 

assistance in accordance with the provisions of Regulation of the Minister of Trade No. 

53 / M-DAG / PER. 8. 2012 concerning Franchise Operators in Article 27 Paragraph 

(1) explains that the franchisor is obliged to provide guidance to the franchisee. 

 

Keywords: Franchise Agreement, Franchise Agreement Implementation, Franchise 

    Agreement Dispute Resolution 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Franchise atau waralaba merupakan usaha berupa pemasaran terhadap barang atau jasa 

yang dilakukan secara vertikal yaitu pemberi waralaba (farnchisor) bersedia 

memberikan sistem usaha waralaba kepada penerimanya (franchisee) yang didasarkan 

atas perjanjian, termasuk diantaranya mengenai perjanjian lisensi yang merupakan jenis 

daripada Hak Kekayaan Intelektual.
1
 

 Franchise di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan waralaba. Kata waralaba 

sendiri berasal dari 2 (dua) kata yaitu wara dan laba. Arti dari wara yaitu istimewa, 

sedangkan laba berarti keuntungan. Kata waralaba pertama kali diperkenalkan oleh 

Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Manajemen (LPPM) sebagai padanan kata 

franchise. 

                                                             
1 Abdullah Taufik, Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Bisnis Syari’ah, IAIN Kediri, Jurnal Qawanin, 

Volume 2, Nomor 1, Januri 2018: ISSN: 2598-3156, hal. 20. 
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 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba pada Pasal 1 

menjelaskan arti waralaba yaitu hak khusus yag dimiliki oleh orang perseorangan atau 

badan usaha terhadap system bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan 

barang dan jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan digunakan 

oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. 

 Sistem perdagangan dengan menggunakan franchise atau waralaba lebih saat ini 

telah berkembang karena menjawab tantangan dizaman modern. Sistem pada franchise 

atau waralaba tidak membutuhkan investasi secara langsung, akan tetapi melibatkan 

kerjasama dengan pihak lain. Franchise merupakan salah satu jenis kemitraan yang 

dilandasi pada hubungan yang menguntungkan oleh para pihak.
2
 

 Hubungan antara franchisee dan franchisor merupakan aspek yang penting dalam 

kelangsungan bisnis waralaba. Franchisor perlu membangun hubungan yang 

menguntungkan agar bisnis waralaba berlangsung dalam jangka panjang melalui 

relationship marketing (trust), komunikasi (communication) dan penangan masalah 

(conflict handling).
3
 

 Secara umum kewajiban pemberi waralaba adalah; a) memberikan informasi terkait 

dengan ciri khas usaha waralaba; b) memberikan bantuan kepada penerima waralaba 

pembinaan bimbingan dan pelatihan kepada penerima waralaba. Hak dari penerima 

waralaba diantaranya yaitu; a) memperoleh segala macam informasi yang berhubungan 

dengan ciri khas usaha seperti manajemen, penjualan, penataan dan distribusi yang 

terkait dengan objek waralaba; b) memperoleh bantuan dari pemberi waralaba dengan 

segala macam pemanfaatan dan penggunaan.
4
 

 Supporting management merupakan dukungan yang diberikan oleh franchisor 

kepada franchisee secara keseluruhan yang berhubungan dengan bisnis yang 

                                                             
2 Norman Syahdar Idrus, Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata 

dan Hukum Islam, Jurnal Yuridis Volume 4, Nomor 1, Juni 2017, ISSN: 1693-4458, hal. 29.  
3 A. Bendt, 2009, Franchisee Satisfication Among Food Franchisees: An Exploratory Study, South America 

Business Review, Vol. 13 No. 1. 
4 Gunawan Widjaja, 2001, Waralaba Seri Hukum Bisnis, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 81-82. 
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dijalankan. Jenis supporting management yag diberikan oleh franchisoor kepada 

franchisee ialah berupa bahan baku yang digunakan untuk menjalankan usaha, 

konsultasi mengenai jenis pemasaran (marketing management) dan bantuan terhadap 

franchisee bila terjadi masalah dilapangan.
5
 

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai perjanjian franchise, isi 

perjanjian farnchise dan bentuk perlindungan kepada franchisee atas perjanjian 

franchise. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul; “Analisis Yuridis 

Perjanjian Franchise (Studi Kasus Wilayah Surakarta)”. 

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai perlindungan konsumen atas 

perjanjian franchise, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai 

berikut: a) Bagaimana perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 

franchise yang melibatkan?;  b) Apakah isi dari perjanjian franchisetersebut sudah 

sesuai dengan peraturan yang ada? 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, 

karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas 

hukum tentang Analisis Yuridis Perjanjian Franchise (Studi Kasus Wilayah 

Surakarta).
6
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif  yaitu untuk 

menggambarkan secara jelas mengenai Analisis Yuridis Perjanjian Franchise (Studi 

Kasus Wilayah Surakarta). 

1.1 Tinjauan Pustaka 

Susilowati menjelaskan bahwa waralaba (franchise) adalah kontrak perjanjian 

pemakaian nama, merek  dagang,dan logo perusahaan tertentu dari pemberi waralaba 

(franchisor) yang didalamnya dicantumkan ikhtisar peraturan pengoperasiannya oleh 

perusahaan yang menggunakan (franchise) jasa yang disediakan oleh pemberi waralaba 

                                                             
5 Suryono Ekotama, 2010, Rahasia Kontrak Franchise, Jakarta: Citra Medika, hal. 2.  
6Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 

52. 
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(franchisor) dan persyaratan keuangan.
7
Saliman menjelaskan bahwa franchise 

merupakan pemilik dari sebuah merek dagang, nama, dagang, sebuah rahasia dagang, 

paten atau produk (biasanya dsebut franchisor) yang memberikan lisensi ke pihak lain 

(biasanya disebut franchisee) untuk menjual atau memberi pelayanan dari produk di 

bawah nama franchisor atau franchisee biasanya membayar semacam fee (royalti) 

kepada franchisor terhadap aktivitas yang mereka lakukan.
8
 

 Menurut East Asian Executive Report (1983) waralaba atau franchise  

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis: 

a. Produk Franchise.
9
 

b. Processing Franchise of Manufacturing Franchise 

c. Busniess Format atau System Franchise.
10

 

 Supporting Management atau dukungan manajerial merupakan dukungan dari 

franchisor kepada franchise secara terus menerus selama masa kontrak franchise 

berlaku, diantaranya berupa; 

a. pelatihan sumber daya manusia (karyawan) 

b. bimbingan operasional manajemen; 

c. pengendalian mutu produk dan manajemen; 

d. promosi dan pemasaran; 

e. penelitian dan pengembangan; 

f. evaluasi bisnis.
11

 

 

 

                                                             
7 Etty Susilowati, 2013, Bisnis Kewriausahaa, Yogyakarta: Teras, hal 7. 
8 Abdul Saliman, R., 2014, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Coontoh Kasus, Jakarta: Kencana 

Prenadia Gorup, hal. 58. 
9 Moch. Basarah & M. Faiz Mufidin, 2008, Bisnis Franchise dan Aspek-aspek Hukumnya, Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, hal. 49-50 
10 Johanes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2007, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern, Bandung: 

Refika Aditama, hal.  
11Ibid,. 
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2. METODE 

Perjanjian kerjasama antara franchisor dengan franchisee berdasarkan Peraturan 

Menteri Perdagangan No.53/M-DAG/PER.8.2012 Tentang Penyelenggara Waralaba 

pada Pasal 27 Ayat (1) menjelaskan bahwa “pemberi waralaba wajib memberikan 

pembinaan kepada penerima waralaba”. Pada Ayat (1) menjelaskan pembinaan 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu; 

a. pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelola waralaba yang 

dikerjasamakan sehingga penerima waralaba dapat menjalankan kegiatan 

waralabanya dengan baik dan menguntungkan; 

b. secara rutin memberikan bimbingan operasional  manajemen, sehingga apabila 

dutemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera; 

c. membantun pengembangan pasar melalui promosi seperti melalui iklan, leaflet atau 

kalatalog maupun brosur serta pameran dan penelitian dan pengembangan pasar 

dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima 

pasar dengan baik. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Isi Perjanjian Franchise 

Bahwa Franchisor adalah Penyedia layanan kuliner (makanan kecil) berjenismartabak 

dengan nama Martabak dan Terang Bulan Holland. Bahwa Franchisor setuju 

memberikan izin dan membantu Franchise menjual danmenyajikan makanan Martabak 

dan Terang Bulan Holland untuk wilayah Jember dan sekitarnya. 

 Bahwa Franchisee berjanji akan mengawasi, menjaga dan mengendalikan mutu 

makanan Martabak dan Terang Bulan Holland serta memebrikan pelayanan terbaik 

bagi setiap konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Franchisor. Bahwa 

Franchisor memberikan hak ekslusif kepada Franchisee untuk membuka Gerai 

Martabak dan Terang Bulan Holland yang menyediakan dan menyajikan makanan siap 

saji yang ditetapkan Franchisor di seluruh wilayah Jember dan sekitarnya. Franchisor 
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memberikan izin kepada Franchisee dengan nama Martabak dan Terang Bulan Holland 

untuk itu Franchisee dapat menggunakan merek dan system secara bersamaan dengan 

Franchisee lainnya yang sudah diizinkan oleh Franchisor sebelumnya. 

 Perjanjian franchise berlaku selama 1 (satu) tahun sejak perjanjian ini 

ditandatangani yakni tanggal 20 November 2018 pada tanggal 20 Desember 2019 dan 

atas kesepakatan kedua belah pihak dpaat perpanjang dengan syarat dan jangka waktu 

yang akan ditetapkan kemudian merupakan pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba menyatakan bahwa Waralaba diselenggarakan 

berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba 

dengan memperhatikan hukum Indonesia. Perjanjian sebagaimana dijelaskan pada Ayat 

(1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam 

Bahasa Indonesia. 

 Kewajiban dari franchisor yaitu menyerahkan lisensi kepada franchisee sedangkan 

yang menjadi hak darifranchisor adalah: a) Logo merk dagang (trade-mark), nama 

dagang (trade name), dan nama baik (goodwill); b) Format atau pola usaha; c) Dalam 

kasus tertentu berupa rumus, resep, design, dan program khusus; d) Hak cipta atas 

bagian dari hal diatas dalam bentuk tertulis dan terlindungi dalam bentuk undang-

undang hak cipta. Hal ini merupakan syarat dan kriteria yang benar agar dapat 

digolongkan sebagai waralaba yang layak dan sesuai koridor hukum. Peraturan kriteria 

mengenai waralaba diatur secara jelas pada Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007 Tentang 

Waralaba yaitu: 

a. Waralaba harus memiliki ciri khas usaha. 

b. Waralaba harus terbukti memiliki sudah memberikan keuntungan.Waralaba harus 

memiliki standar pelayanan dan standar produk yang dibuat secara tertulis. 

c. Sistem bisnis waralaba harus mudah diajarkan dan diaplikasikan. 

d. adanya dukungan secara  kesinambungan. 

e. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. 
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 Penjelasan mengenai para pihak melakukan wanprestasi pada Pasal 14 perjanjian, 

diantaranya:Apabila franchisee lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang 

diatur dalam perjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan ketiga oleh franchisor 

namun  masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun sama, pelanggaran mana 

yang dianggap serius sebagaimana tertulis dalam surat peringatan atau teguran yang 

menurut ukuran franchisor. Penjelasan Pasal 1236 KUHPerdata menjelaskan bahwa “si 

berhutang wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila 

telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya 

atau tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya. Bentuk wanprestasi menurut 

Djohar Santoso dan Achmadi Ali dibagi menjadi 3 (tiga), diantaranya yaitu; a) salah 

satu pihak tidak melakukan prestasi sama sekali; b) melakukan prestasi tapi keliru; c) 

melakukan prestasi tetapi terlambat melakukannya. 

 Penyelesaian perselisihan perjanjian franchise diatur pada Pasal 15 bahwa apabila 

timbul sengketa antara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan 

secara  musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut 

tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan 

secara hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukumyang tetap  

dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta. Perkara bisnis yang diajukan ke 

pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum 

secara normatif. Pengadilan Negeri berada dibawah peradilan umum yang mempunyai 

tugas dan kewenangan yang disebutkanpada Undang-undang No. 8 Tahun2004 

Tentang Peradilan Umum pada Pasal 50 menyatakan “Peradilan Negeri bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara 

perdata di tingkat pertama.Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di 

lingkungan pengadilan umum, yang mempunyai tugas dan kewenangannya 

sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No.37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan 
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dan Penundaan Pembayaran. Pasal 300 menjelaskan “Pengadilan Niaga mempunyai 

tugas memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan memutus perkara lain 

di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan udang-undang.
12

 

 Kewajiban dari franchisor yaitu menyerahkan lisensi kepada franchisee sedangkan 

yang menjadi hak darifranchisor adalah: a) Logo merk dagang (trade-mark), nama 

dagang (trade name), dan nama baik (goodwill); b) Format atau pola usaha; c) Dalam 

kasus tertentu berupa rumus, resep, design, dan program khusus; d) Hak cipta atas 

bagian dari hal diatas dalam bentuk tertulis dan terlindungi dalam bentuk undang-

undang hak cipta. Hal ini merupakan syarat dan kriteria yang benar agar dapat 

digolongkan sebagai waralaba yang layak dan sesuai koridor hukum. Peraturan kriteria 

mengenai waralaba diatur secara jelas pada Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007 Tentang 

Waralaba. 

 Dukungan manajerial (supporting management) dalamperjanjian franchise 

diantaranya; Memberikan paket usaha (bahan-bahan operasional) dan pelatihan 

berdasarkanPeraturan Menteri Perdagangan No.53/M-DAG/PER.8.2012 Tentang 

Penyelenggara Waralaba pada Pasal 27 Ayat (1) menjelaskan bahwa “pemberi 

waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima waralaba”. Pada Ayat (1) 

menjelaskan pembinaan, yaitu;pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen 

pengelola waralaba, secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen dan 

membantun pengembangan pasar melalui promosi seperti melalui iklan, leaflet atau 

kalatalog maupun brosur serta pameran dan penelitian dan pengembangan pasar dan 

produk yang dipasarkan 

 Penjelasan mengenai para pihak melakukan wanprestasi pada Pasal 14 

perjanjian,diantaranya:Apabila franchisee lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya 

yang  diatur dalam perjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan ketiga oleh 

franchisor namun  masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun sama, 

                                                             
12Ibid,. 
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pelanggaran mana yang dianggap serius sebagaimana tertulis dalam surat peringatan 

atau teguran, ganti rugi yang menurut ukuran franchisor hal ini sesuai dengan 

penjelasan Pasal 1236 KUHPerdata menjelaskan bahwa “si berhutang wajib 

memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila telah membawa 

dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya atau tidak merawat 

sepatutnya guna menyelamatkannya. 

 Kewajiban dari franchisor yaitu menyerahkan lisensi kepada franchisee sedangkan 

yang menjadi hak darifranchisor adalah: a) Logo merk dagang (trade-mark), nama 

dagang (trade name), dan nama baik (goodwill); b) Format atau pola usaha; c) Dalam 

kasus tertentu berupa rumus, resep, design, dan program khusus; d) Hak cipta atas 

bagian dari hal diatas dalam bentuk tertulis dan terlindungi dalam bentuk undang-

undang hak cipta. Hal ini merupakan syarat dan kriteria yang benar agar dapat 

digolongkan sebagai waralaba yang layak dan sesuai koridor hukum. Peraturan kriteria 

mengenai waralaba diatur secara jelas pada Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007 Tentang 

Waralaba. 

 Penyelesaian perselisihan perjanjian franchise diatur pada Pasal 15 bahwa apabila 

timbul sengketa antara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan 

secara  musyawarah dan mufakat dan hukum. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 

Tentang Peradilan Umum pada Pasal 50 menyatakan “Peradilan Negeri bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara 

perdata di tingkat pertama. 

3.2 Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise 

Subyek dalam perjanjian yang mencakup identitas franchisor dan franchisee sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1320 KHUPerdata yaitu a) sepakat mereka yang mengikatkan 

dirinya, sepakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sependapat terhadap 

suatu hal. Sepakat mereka yang mengikat dirinya mengandung makna bahwa para 

pihak yang membuat perjanjian telah saling menyetujui kehendak masing-masing yang 
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dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.
13

 b) 

kecakapan membuat suatu kontrak, R.Soesilo menyatakan bahwa yang dimaksudkan 

belum dewasa ialah mereka yang belum berumur usia 21 Tahun dan belum kawin. Jika 

orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 Tahun, ia tetap dipandang dewasa.
14

 

 Mengenai objek yang dijelaskan dalam perjanjian franchise berupa makanan yaitu 

martabak dan roti baik kualitas bahan yang dibutuhkan sesuai dengan Pasal 1320 

KHUPerdata yaitu; adanya objek atau suatu hal tertentu, syarat ketiga untuk sahnya 

perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang merupakan 

pokok perjanjian yaitu obyek perjanjian.
15

. Barang yang merupakan objek perjanjian 

tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan Dalam Pasal 1332 KUHPerdata 

ditentukan bahwa: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat 

menjadi pokok suatu perjanjian”. Pasal 1333 KUHPerdata menjelaskan bahwa “suatu 

perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang sedikit sudah ditentukan. Dan 

tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah baang tidak ditentukan atau tertentu, asal saja 

jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. 

 Pasal 1334 KUHPerdata dijelaskan bahwa “barang-barang yang baru akan ada 

dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian maka 

kesimpulan yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah barang-barang atau benda 

yang sudah ada maupun barang atau benda yang masih akan ada.Untuk menentukan 

barang yang akan menajadi objek perjanjian, dapat digunakan berbagai cara seperti 

menghitung, menimbang, mengukur atau menakar. Sementara untuk menentukan  nilai 

suatu jasa, harus ditentukan oleh apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. 

 Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan dan ketertiban umum. Mengenai syarat ini, Pasal 1335 KUHPerdata 

                                                             
13 Ridwan Syahrani, 2000, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata,  Bandung: Alumni, hal. 214. 
14 R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap 

Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, hal. 61. 
15 Hartono Adi Soeprapto, 1984, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta: Liberty, 

hal. 34. 
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menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat 

karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dengan 

sebab ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. Jadi yang dimaksudkan 

dengan sebab atau kausa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.
16

 

 Syarat-syarat yang  ditetapkan oleh franchisor dalam perjanjian franchise mengenai 

identitas, hak dan kewajiban, pembayaran, jaminana, pembayaran dan penyelesaian 

perselisihan telah sesuai dengan ketentuan bahwa setiap jenis perjanjian waralaba 

sekurang-kurangnya harus memuat beberapa unsur, diantaranya adalah:
17

 

a. Adanya 2 pihak yaitu frachisor (pemberi) dan  franchisee (penerima) 

b. Adanya penawaran dalam wujud paket usaha franchisor 

c. Adaya kerjasama dalam bentuk pengelolaan unit usaha antara pihak franchisor 

dengan franchisee. 

d. Memiliki outlet daripada franchisee 

e. Kontrak tertulis dari para pihak. 

 

 Ketentuan mengenai  hak dan  kewajiban yang tertera dalam perjanjian franchise 

berupa pembayaran, penyerahan barang, pembelian bahan dan penerimaan bantuan 

manajemen sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M-

DAG/PER.8.2012 Tentang Penyelenggara Waralaba pada Pasal 27 Ayat (1) 

menjelaskan bahwa “pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima 

waralaba”. Pada Ayat (1) menjelaskan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1) yaitu; 

a. pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelola waralaba yang 

dikerjasamakan sehingga penerima waralaba dapat menjalankan kegiatan 

waralabanya dengan baik dan menguntungkan; 

                                                             
16 Salim H.S, 2006, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 

10. 
17 Adrian Sutedi, 2008, Hukum Waralaba, Bogor: Ghlia Indonesia, hal. 80-81 
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b. secara rutin memberikan bimbingan operasional  manajemen, sehingga apabila 

dutemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera; 

c. membantun pengembangan pasar melalui promosi seperti melalui iklan, leaflet atau 

kalatalog maupun brosur serta pameran dan penelitian dan pengembangan pasar 

dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima 

pasar dengan baik. 

 

 Kekurangan daripada isi perjanjian daripada franchise roti xxx adalah tidak 

mencantumkan mengenai force majeur. Di dalam hukum indonesia Keadaan Memaksa 

atau force majeur diatur dalam KUHPerdata pasal 1244 dan 1245.  

Pasal 1244KUHPerdatamenyebutkan; 

 "jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan 

bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang 

tepat dilaksanakan perikatan itu, disebabkan karena suatru hal yang tak terduga pun 

tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesewmuanya itupun jika itikad buruk 

tidsak ada padanya".  

 

Pasal 1245 menyebutkan bahwa; 

"tiadalah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa 

atau lantaran suatu kejadian tk disengaja si berutang berhalangan memberikan atau 

berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal hal yang sam atelah melakukan 

hal- hal yang terlarang". 

  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa Perjanjian franchise atas kesepakatan kedua 

belah pihak dpaat perpanjang dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditetapkan 

kemudian merupakan pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 

Tentang Waralaba menyatakan bahwa Waralaba diselenggarakan berdasarkan 

perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan 

memperhatikan hukum Indonesia.Kewajiban dari franchisor yaitu menyerahkan lisensi 
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kepada franchisee sedangkan yang menjadi hak dari franchisor merupakan syarat dan 

kriteria yang benar agar dapat digolongkan sebagai waralaba yang layak dan sesuai 

koridor hukum. Peraturan kriteria mengenai waralaba diatur secara jelas pada Pasal 3 

PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. 

 Penyelesaian yang diberikan oleh franchise roti xxx dilakukan melalui musyawarah 

dan pengadilan merupakan ketentuan hukum positif yang yaitu undang-undang No. 30 

Tahun1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Istilah alternatif 

penyelesaian sengketa merupakan terjemahan dari istilah Inggris alternative dispute 

resolution yang umum disingkat ADR. Arbitrase merupakan peradilan perdamaian, 

dimana pihak yang bersengketa atau berselisih menghendaki perselisihan mereka 

tentang hak-hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili 

oleh hakim yang adil yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang berselisih, 

serta menghasilkan keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak.Pasal 6 Ayat (2) 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, mengatakan negosiasi adalah Penyelesaian sengketa atau beda pendapat 

melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) 

diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 

(empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. 

 Ketentuan mnegenai  hak dan  kewajiban yang tertera dalam perjanjian franchise 

berupa pembayaran, penyerahan barang, pembelian bahan dan penerimaan bantuan 

manajemen sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M-

DAG/PER.8.2012 Tentang Penyelenggara Waralaba pada Pasal 27 Ayat (1) 

menjelaskan bahwa pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima 

waralaba.Kekurangan daripada isi perjanjian daripada franchise roti xxx adalah tidak 

mencantumkan mengenai force majeur. Di dalam hukum indonesia Keadaan Memaksa 

atau force majeur diatur dalam KUHPerdata pasal 1244 dan 1245.  
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4.2 Saran 

Untuk pihak franchisor, diharapkan kedepannya dalam membuat perjanjian 

menyertakan ketentuan daripada froce majeur, hal ini merupakan langkah antisipasi 

jika terjadi sesuatu diluar kehendak kedua belah pihak yang berdampak pada 

terhambatnya melakukan prestasi. 

 Untuk pihak franchisee, diharapkan kedepannya meneliti isi perjanjian dengan teliti 

sehingga tidak merasa dirugikan dikemudian hari. Terutama terkait dengan isi 

perjanjian  
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